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Abstrak
 

Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab

kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien

sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang

diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara

langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan

layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine

untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain

studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data

sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan

dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah

bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak

melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan

kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat

perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-

abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti

menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk

lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan

telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine

dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

......The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because

the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating

telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other

hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by

healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the

healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze

the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI

Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and

secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter

is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not

implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under

the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In

addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta
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government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to

be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation

regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition

of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics.


